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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul ‚Penetapan Usia 18 Tahun Sebagai Usia Minimal 

Nikah dalam Civil CodeLaw Turki Tahun 2003 dan Relevansinya Bagi 

Penetapan Usia Minimal Nikah di Indonesia‛, merupakan hasil penelitian 

kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang, 1. Bagaimana penetapan usia 

18 tahun sebagai usia minimal nikah dalam Civil Code Law Turki. 2. Bagaimana 

relevansi penetapan usia 18 tahun sebagai usia minimal nikah dalam Civil Code 

Law Turki dengan usia minimal nikah di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), 

yaitu penelitian yang menggunakan data dari buku maupun kitab yang sesuai 

dengan pokok masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini, menggunakan metode 

pola pikir deduktif yaitu memaparkan Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 untuk 

menganalisis terhadap perubahan usia minimal nikah wanita. 

 Adapun hasil penelitian tentang Penetapan Usia 18 Tahun Sebagai Usia 

Minimal Nikah dalam Civil CodeLaw Turki Tahun 2003 dan Relevansinya Bagi 

Penetapan Usia Minimal Nikah di Indonesia memiliki kesamaan terkait usia yang 

dianggap layak untuk menikah atau dapat disebut sebagai usia dewasa. Sehingga 

tidak merenggut hak anak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan UU 

Perlindungan Anak yang ada di Indonesia. Ketika ditinjau dalam perspektif 

gender pun lebih cenderung memiliki keseimbangan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga tidak ada perbedaan gender. 

 Sesuai dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarakan agar 

terciptanya ius constituendum yang komperhensif mengenai pengaturan batas 

usia minimal nikah di Indonesia, perlu kiranya penulis memberikan saran 

terhadap pembuat Undang-Undang dalam hal ini Lembaga Legislatif untuk 

menggunakan batas usia minimal nikah sesuai hasil kajian dalam penelitian ini 

yakni 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan 

sejahtera merupakan cita-cita bagi setiap pasangan suami istri. Oleh 

sebab itu, banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu 

sebelum memutuskan untuk menikah salah satunya adalah usia. Karena 

usia merupakan salah satu hal yang sangat perlu untuk dicermati. Karena 

kemampuan menikah dari segi usia itu akan berpengaruh besar dalam 

keberhasilan berumah tangga.  

Allah SWT berfirman pada QS. An-Nisa’ ayat 6: 

وَ وَ  وَ   اْ ٱبۡ اْ  وَ ٱبۡ وَ لُ و ٰٓ إذِوَو بوَ وَغلُ و تَّى و  وَ  ٱلنِِّ وَ وَ  حوَ ِ بۡ لُ بۡ  لُ بۡ دٗ وَ بۡ لُ   لنِّ اْ   وَ ِ بۡ  وَوا ا  ٱبۡ وَ لُ وٓو و دٗ وَ وٓ إسِۡبۡ ا كلُ لُ هوَ
بۡ
لَوَ توَأ ۖۡ  وَ وَ لُ بۡ ووَ ل  بۡ

وَ
بِۡ  بۡ أ  إٱِوَ

ۖۡ  وَ وَ   وَ وَ  وَ ِ دٗ  ا  وَ بۡ وَ بۡ وَ بۡ ِ بۡ اْ   وَ وَ   وَ وَ  وَ ِ لنِّدٗ لُ و    وَ بۡ وَ
وَ
و أ و رً كلُ بۡ ِ  و وَ ِ وَ

بۡ
بۡ وَ بۡ لُ ِ     وَ بۡ وَأ بِۡ  بۡ  ل   وَ ذِوَو ٱوَ وَ بۡ لُ بۡ إٱِوَ

اْ  وَ وَ بِۡ  بۡ   وَ وَ وَ  ِ   ِ  لُ و  بۡ
وَ
وَ لُ بۡ  وَأ ووَ ل  بۡ

وَ
ِ أ ِ  بدٗا  ٱى   حوَ

Artinya :‚Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas 

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-

hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas 

kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 

sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, 

maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan 

barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut 

yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, 

maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 

mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).‛
1
 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,(Al-fatih: Jakarta. 2017),143. 
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Hakikatnya Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik atau 

mutlak tentang batasan-batasan usia dalam pernikahan. Akan tetapi para 

fuqoha dan para ahli dalam undang-undang sepakat menetapkan 

seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan 

mempunyai kebebasan untuk menentukan hidupnya setelah cukup umur 

(baligh).Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah 

sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau 

persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan 

atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.
2
 Namun Imam 

Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal mengatakan: Usia baligh untuk laki-

laki dan perempuan itu adalah lima belas tahun, sedangkan Imam Malik 

itu menetapkan tujuh belas tahun. sementara Imam Abu Hanifa 

menetapkan usia baligh laki-laki yaitu delapan belas tahun, sedangkan 

perempuan tujuh belas tahun.
3
 

Dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar rusdhan adalah 

ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata Rushd yang bagi 

manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu 

bersikap dan bertindak setepat mungkin.
4
 Al-Maraghi menafsirkan 

dewasa (Rusdhan), sedangkan yang dimaksud Balighu Al-nikah ialah jika 

umur telah siap untuk menikah.6 

                                                           
2
M. Abdul Mujieb, et.al., Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, 37. 

3
Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madhab, alih bahasa oleh: Masykur (Jakarta: Lentera. 2011),318. 

4
M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Jilid IX (Jakarta: Lentera Hati, Cet IV, 2005), 335. 
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Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-

tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-

laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi 

orang perempuan.Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan 

akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan 

yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memudlorotkan, 

sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari 

perbuatan yang dilakukannya.
5
 

Dalam batas minimal usia menikah, Islam memberikan pandangan 

dengan kemampuan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan 

memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak maupun 

kemampuan mengatasi emosionalpada dirinya. Jika kemampuan tersebut 

telah ada, Islam menganjurkan untuk menikah karena dengan menikah 

akan menjaga kehormatan, martabat, dan kemuliaan manusia agar tidak 

seperti makhluk yang lainnya yang hidup bebas tanpa ada satu aturan 

yang artinya adalah Pernikahan sebagai salah satu bentuk pembebanan 

hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. 

Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), 

baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa 

                                                           
5
Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat 

Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, jiid ll, Jakarta, 

1985, hlm. 3-4. 
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dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik 

terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.
6
 

Dengan pernikahan Allah Swt. adakan hukum sesuai dengan 

martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dengan perempuan 

diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho meridhoi. Dan jika 

nafsunya telah mendesaknya sedangkan dia tak mampu untuk kawin, 

maka hendaklah ia perbanyak berpuasa. Sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam hadist berikut:  

باَبِ، مَنِ اْ تطََاعَ مِنْكُُ  الْباَءَةَ : قاَلَ َ ُ وْلُ ّ ِ َ  لَّ  ّ ُ عَ َْ ِ  َ َ  لَّ َ : عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قاَلَ  ياَ مَعْشَرَ الشلَّ

وِْ ،  َ ِ لَّ ُ لَ ُ ِ َ اءءٌ  ْ ،  َ ِ لَّ ُ  ََ  ضُّ لِْ بلََرِ َ  َْ لَنُ لِْ  رَِْ ، َ مَنْ لَْ  يسَْتطَِْ   عََ َْ ِ  باِلللَّ   َْ  تَََ  لَّ

Artinya: ‚Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang 

mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan 

pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak 

mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan 

syahwatnya (sebagai tameng),‛ (H.R. Al Bukhari).
7
 

Dari hadist diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum Islam 

tidak mengatur batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan dan 

melihat dari segi kematangan lahiriah dan batiniah. Secara lahir adalah 

mampu memberikan nafkah sehari-harinya, memberi kasih sayang pada 

istri dan anaknya serta mampu bersosialisasi dengan lingkungan 

barunya.Sedangkan secara batin jika telah memiliki kesiapan berumah 

tangga, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia sejahtera. 

                                                           
6
Ali Imron, Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum 

Positif di Indonesia), (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 3. 
7
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Ahli bahasa M. Syarif Sukandy (Bandung: PT. Al 

Ma’arif, 1996), 356.  
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Meskipun Hukum Islam tidak mengatur secara jelas batas usia 

penikahan, akan tetapi banyak negara yang telah menetapkan batas usia 

menikah demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan negaranya. 

Seperti di Negara Turki dan Indonesia.Di Negara Turki segala hal yang 

berkaitan dengan hukum pernikahan dicantumkan dalam Undang-undang 

Civil Code Law 2003 Family Law.Sedangkan di Indonesia diatur dalam 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan juga 

Kompilasi Hukum Islam  

Negara Turkimerupakan negara yang mayoritas penduduknya 

adalah Islam dengan persentase sebesar 99,8%. Turki adalah satu-satunya 

negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler sehingga urusan 

Agama terpisah dengan urusan negara dan pemerintahan.Negara Turki 

menetapkan usia pernikahan 18 tahun bagi perempuan dan 18 tahun pula 

bagi laki-laki. Hal ini tercantum dalam Turkish Civil Code 2003 chapter 

11 yang berbunyi ‚According to the law, the age of majority is eighteen 

(full). A person becomes sui juris by marriage‛. Artinya adalah ‚Menurut 

hukum, usia mayoritas adalah delapan belas tahun (penuh). Seseorang 

menjadi dewasa dancakap hukum karena pernikahan‛ 

Mengenai batas usia pernikahan, Indonesia telah mengatur dalam 

pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 15 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
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Pada tanggal 20 April 2017 Mahkamah Konstitusi menerima 

permohonan terkait menaikkan usia minimal pernikahan, kemudian 

dengan berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi memberi keputusan 

pada tanggal 5 Desember 2018 ‚ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-undang 

no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan masih tetap berlaku sampai dengan 

dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaiama yang 

telah ditentukan yakni memerintahkan kepada pembentuk undang-undang 

untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan 

perubahan terhadap undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

pernikahan‛. 

Sehingga aturan yang berlaku di Indonesia mengenai batas usia 

minimal pernikahan adalah laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) 

tahun. Melihat di Indonesia terdapat perbedaan batas usia menikah antara 

laki-laki dengan perempuan, sedangkan di Turki laki-laki dan perempuan 

memiliki batas usia menikah yang sama. Sehingga mendorong penulis 

untuk melakukanpenelitian dengan Judul: ‚Penetapan Usia 18 Tahun 

Sebagai Usia Minimal Nikah Dalam Civil Code Law Turki Tahun 2003 

Dan Relevansinya Bagi Penetapan Usia Minimal Nikah Di Indonesia‛. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Deskripsi tentang usia pernikahan menurut hukum islam 
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2. Batas usia pernikahan di negara Turki 

3. Latar belakang penetapan usia nikah di Turki 

4. Batas usia pernikahan di negara Indonesia 

5. Perbedaan batas usia pernikahan di Turki dan Indonesia 

6. Relevansi penetapan usia 18 tahun sebagai usia minimal nikah dalam 

Civil Code Law Turki dengan usia minimal nikah di Indonesia. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-

batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini 

berguna untuk fokus pada masalah penelitian. Batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Latar belakang penetapan usia 18 tahun sebagai usia minimal nikah 

dalam Civil Code Law Turki. 

2. Relevansi penetapan usia 18 tahun sebagai usia minimal nikah dalam 

Civil Code Law Turki dengan usia minimal nikah di Indonesia. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang penetapan usia 18 tahun sebagai usia 

minimal nikah dalam Civil Code Law Turki? 
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2. Bagaimana relevansi penetapan usia 18 tahun sebagai usia minimal 

nikah dalam Civil Code Law Turki dengan usia minimal nikah di 

Indonesia? 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi 

penelitian secara mutlak. 

Untuk mengetahui originalitas penelitian ini, penulis perlu 

mengemukakan penelitian terdahulu pembahasannya tidak jauh berbeda 

dengan penulis, antara lain: 

1. Skripsi M Athour Rahman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor 

induk 11350047 pada tahun 2018 yang berjudul ‚Pandangan Prof. Dr. 

Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Di Bawah Umur Perspektif 

Hukum Islam‛.
8
 Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa hukum 

pernikahan di bawah umur menurut khoiruddin Nasution hanya 

berlaku untuk Rosulullah SAW karena itu merupakan keistimewaan 

atau kekhususan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasul. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah 

sama-sama membahas tentang batas usia dalam pernikahan. Adapun 

                                                           
8
M Athour Rahman, Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution Terhadap Usia Di Bawah Umur 

Perspektif Hukum Islam(Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) 
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perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang batas usia nikah 

Rosulullah, sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah batas usia 

nikah di Turki dan di Indonesia. 

2. Skripsi Muhammad Rajab Hasibuan Mahasiswa Fakultas Syariah 

Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dengan nomor induk 04360015 pada tahun 2009 yang berjudul 

‚Penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan 

(perbandingan antara UU No. 1 Tahun 19974 Tentang Pernikahan 

dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak)‛.
9
 Dalam 

skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974 

pasal 6 ayat (2), orang yang telah berumur dewasa ialah yang telah 

berusia 21 tahun keatas. Idealnya dalam melakukan pernikawinan dan 

itu sudah mempunyai 3 unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis 

dan psikis.  

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah 

sama-sama membahas tentang  batas usia dalam pernikahan. Adapun 

perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang batas usia nikah 

dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2003, sedangkan 

skripsi yang penulis angkat adalah batas usia nikah di Turki dan di 

Indonesia. 

                                                           
9
Muhammad Rajab Hasibuan, Penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan 

(perbandingan antaraUU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan UU No. 23 Tahun 2003 
tentang Perlindungan Anak)(Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) 
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3. Skripsi Lestari Arina Putri Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Surabaya dengan nomor induk C71213111 

Tahun 2017  yang berjudul ‚Analisis Perbandingan Terhadap Asas 

Monogami Menurut Hukum Pernikahan Di Indonesia Dan Turki‛.
10

 

Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa antara Indonesia dan Turki 

sama sama menganut asas monogami dalam pernikahan. Hanya saja 

di Indonesia masih membuka ruang atau membolehkan warga 

negaranya untuk melakukan  poligami sedangkan di Turki sangat 

melarang adanya poligami. 

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah 

sama-sama membahas tentang Undang-Undang pernikahan di Turki. 

Perbedaan skripsi ini membahas tentang larangan poligami di Turki. 

sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah batas usia nikah di 

Turki dan di Indonesia. 

4. Skripsi Ruslan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk 

06210031 Tahun 2011  yang berjudul ‚Efektivitas Regulasi Batas 

Usia Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan 

Pernikahan‛.
11

 Dalam skripsi ini menyimpulkan tentang efektifitas 

usia nikah di Indonesia. 

                                                           
10

Lestari Arina Putri, Analisis Perbandingan Terhadap Asas Monogami Menurut Hukum 
Pernikahan Di Indonesia Dan Turki(Skripsi- Universitas Islam Negeri Surabaya, 2017) 
11

Ruslan, Efektivitas Regulasi Batas Usia Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat 
Pelaksanaan Pernikahan(Skripsi- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011) 
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Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah 

sama-sama membahas tentang batas usia nikah pada Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi 

yang penulis angkat adalah skripsi penulis fokus pada batas usia 

nikah di Turki dan di Indonesia. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan 

masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci 

tujuan diadakannya penelitian ini.
12

Adapun tujuan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang penetapan usia 18 tahun sebagai 

usia minimal nikah dalam Civil Code Law Turki. 

2. Untuk menganalisis relevansi penetapan usia 18 tahun sebagai usia 

minimal nikah dalam Civil Code Law Turki dengan usia minimal 

nikah di Indonesia. 

G. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik 

untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil 

penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, 

yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.
13

 

1. Kegunaan teoritis 

                                                           
12

Syamsudin.Operasional Penelitian Hukum (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 76 
13

Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56. 
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a. Untuk bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan 

menerapkan teori dan praktik dalam lingkungan. 

b. Menyumbang ilmu pengetahuan tentang perbedaan batas usia 

minimal pernikahan dinegara Turki dan Indonesia. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan batas usia minimal 

nikah khususnya di negara Turki dan Indonesia. 

 

 

 

H. Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul ‚Penetapan Usia 18 Tahun Sebagai Usia 

Minimal Nikah Dalam Civil Code Law Turki Tahun 2003 Dan 

Relevansinya Bagi Penetapan Usia Minimal Nikah di Indonesia‛. 

Permasalahan dalam judul tersebut tidak hanya diselesaikan dengan 

pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, 

sehingga dapat terwujud suatu karya ilmiah yang baik. 

Definisi operasional dalam sebuah penelitian diperlukan untuk 

memahami secara spesifik istilah yang terkandung didalam judul 

penelitian. Berikut ini definisi operasional yang peneliti gunakan, antara 

lain: 
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1. Penetapan usia 18 tahun sebagai usia minimal nikah adalah suatu 

ketetapan yang wajib dilaksanakan dalam hal batas usia minimal 

nikah yaitu 18 tahun untuk laki-laki maupun untuk perempuan di 

Negara Turki 

2. Civil Code Law Turki tahun 2003 adalah sebuah peraturan perundang-

undanganTurki yang mengatur tentang usiapernikahan, pernikahan 

dan seterusnya. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan 

pada pasal 11 tentang batas minimal usia nikah. 
14

 

3. Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

keterkaitan, hubungan atau kecocokan. Dalam hal ini mengenai 

tentang relevansi batas usia nikah di Turki dan Indonesia.
15

 

4. Penetapan usia minimal nikah di Indonesia adalah suatu ketetapan 

yang wajib dilaksanakan dalam hal batas usia minimal nikah yaitu 19 

tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Hal ini 

didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-

XV/2017 yang menyatakan bahwa ‚ketentuan pasal 7 ayat 1 undang-

undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan masih tetap berlaku 

sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu 

sebagaiama yang telah ditentukan‛.  

Jadi dari definisi operasional ini, bisa memberikan pemahaman 

dari judul penelitian yang penulis paparkan dalam karya tulis ilmiah ini. 

                                                           
14

Lihat, Civil Code Law Turki 
15

 Lihat, KBBI 
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Agar tidak melebar dari pembahasan yang telah dibahas, karena penulis 

sudah menjelaskan secara ringkas mengenai sub bab yang ada.  

I. Metode Penelitian 

1. Data Yang Dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data tentang penetapan usia 18 tahun sebagai batas usia minimal 

nikah di Negara Turki. 

b. Data tentang ketentuan batas usia minimal pernikahan bagi laki-

laki dan perempuan di Indonesia 

2. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar 

penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi 

sehinggabermanfaat untuk dikaji dan dijadikan referensi.Berdasarkan 

jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka dalam 

penelitian inisumber data berasal dari sumber data primer dan 

sekunder. 

a. Data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah 

penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya
16

Pasal 11 Civil 

Code Law 2003, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

                                                           
16

Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2004), 30 
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b. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian 

untuk mendukung dan memperjelas data primer.Penelitian 

inimenggunakan data sekunder berupa buku-buku, serta segala 

bentuk referensi baik jurnal, kasus-kasus yang berkaitan, artikel 

maupun karya tulis lainnya yang relevandan kredibel untuk 

menunjang kelengkapan data pada penelitian ini
17

 diantaranya 

yaitu: 

1) Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 

2) Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003 

3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

4) Undang-undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Kovensi 

Perempuan 

5) Nailatin Fauziyah dan Ana Bilqis Fajarwati Potret Relasi 

Gender di IAIN Sunan Ampel Surabaya 

6) Dedi Supriadi dan Mustofa Perbandingan Hukum Pernikahan 

Di Dunia Islam 

7) Mardani, Hukum Pernikahan Islam Di Dunia Islam Modern 

8) Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam 

Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan Di Dunia 

Muslim 

c. Data hukum tersier 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

                                                           
17Ibid, 31 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 
 

 
 

2) Wikipedia Bahasa Indonesia 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan dokumen penelitian 

data ini adalah dengan cara membaca serta memahami dari bahan 

kumpulan data yang telah disebutkan. Data yang menjadi bahan 

primer juga diperkuat atau dijelaskan pembahasanya dalam data 

sekunder.Sehingga kedua data tersebut saling berkaitan. 

4. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskripstif analisis 

dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu memaparkan dan 

menjelaskan data-data yang berkaitan dengan batas usia pernikahan 

di negara Turki dan di negara Indonesia.Tahap kedua penulis 

menganalisis dan merelevansikan  terkait undang-undang yang 

berlaku mengenai batas usia pernikahan di negara Turki dengan di 

negara Indonesia. Karena dengan analisis, masalah yang ada pada 

rumusan masalah akan terpecahkan. Sehingga penulis akan 

menemukan jawaban baik dan benar. Dengan menggunakan metode 

ini maka jawaban-jawaban rumusan masalah akan mudah dipahami 

yang disajikan pada BAB IV.  

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam 

bentuk essay untuk menggambarkan terkait struktur penulisan skripsi 
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sehingga  pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami serta yang tak 

kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu 

menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan
18

. Dalam hal ini penulis membaginya dalam 

lima bab, sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian 

yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data dan sistematika pembahasan.  

Bab II berisi tentang eksistensiCivil Code Law yang membahas 

tentang usia nikah, serta alasan-alasan dan implementasi Negara Turki 

menetapkan usia 18 tahun sebagai batas usia pernikahan bagi laki-laki 

dan perempuan.  

Bab III berisi tentang tinjauan umum Negara Indonesia yang 

meliputi eksistensidan implementasi undang-undang No. 1974 tentang 

usia nikah, alasan-alasan Negara Indonesia menetapkan usia nikah 16 

tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi perempuan, serta putusan 

Mahkamah Konstitusi tahun 2017 tentang batas usia pernikahan.  

Bab IV berisi analisisCivil Code Law Turki dan relevansi 

penetapan usia 18 tahun sebagai usia minimal nikah dalam Civil Code 

Law Turki dengan usia minimal nikah di Indonesia. 

                                                           
18

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi(Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm.8. 
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Bab V merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG CIVIL CODE LAW TURKI DAN ALASAN 

PENETAPAN USIA 18 SEBAGAI USIA MINIMAL NIKAH 

 

A. Eksistensi Civil Code Law diNegara Turki 

Negara Turki merupakan Negara sekuler dimana hokum keluarga telah 

ditinggalkan dan digantikan dengan Undang-undang hukum modern yang 

berlaku untuk seluruh penduduk dan dapat dikatakan terlepas dari agama. 

Turki di juluki sebagai bangsa Muslim dengan negara sekuler, dengan ciri 

memberlakukannya hukum-hukum barat ketimbang hukum Islam. Salah satu 

hukum Islam yang tidak dimasukkan ke dalam perundangan Turki adalah 

mengenai kewarisan, sehingga mengakibatkan konflik dikalangan orang-

orang Islam Turki tradisionalis.
1
 

Turki merupakan negara yang berdiri di atas reruntuhan Imperium Turki 

Utsmani yang berkuasa hampir enam abad lamanya (1342-1924 Masehi). 

Terbentuknya Negara Turki Sekuler (1934M) di bawah kepemimpinan 

Mustafa Kemal At-Thatturk secara resmi menghapuskan dinasti kekhalifaan 

Utsmani pada tahun 1922.
2
 

Sejak tahun 1876 Turki Utsmani telah menetapkan Undang-undang 

Sipil Islam (Majallat Al-Ahkam Al-Adliyah) yang diadopsi dari hukum 

berbagai Madzhab dan sebagian diambil dari materi hukum Barat. Namun 

                                                           
1
Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum KeluargaIslam Di DuniaIslam, (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2005), h.163-164 
2
Atho’ Muzdhar dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi 

Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern dan Kitab-Kitab Fikih, 39-41 
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Undang-undang itu kurang lengkap karena tidak mencantumkan hukum 

keluarga.
3
 Seluruh materi hukum yang ada pada Majallat Al-‘Ahkam Al-

‘Adliyah ini belum sempat direformasi dan belum diundangkan sampai abad 

ke-20. Ketika itu untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum 

keluarga dan hukum waris, diatur resmi oleh pemerintah dengan mengadopsi 

penuh dari Madzhab Hanafi, namun hal tersebut rupanya terdapat sifat 

penjajahan terhadap hak-hak perempuan terutama dalam masalah perceraian 

dan tentang hak-hak keluarga di Turki dirintis sejak tahun 1915 kemudian 

diundangkan pada tahun 1917. Hukum keluarga ini merupakan hukum 

keluarga yang diundangkan pertama kali di dunia Islam. Isi hukum keluarga 

yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Turki Usmani ini mengatur tentang 

hukum perorangan dan hukum keluarga (tidak termasuk waris, wasiat dan 

hibah). Undang-undang ini bersumber pada berbagai mazhab Sunni.
4
 

Akhirnya pada tahun 1917, diresmikan Undang-undang Hukum 

Keluarga yang diambil dari berbagai madzhab dengan menggunakan prinsip 

tahayyur (eclectic choice).Undang-undang tersebut diberi nama The 

Ottoman Law Of Family Right atau Qanun Qarar Al-Haquq Al-‘Ailah Al-

Usmaniyyah. Undang-undang Ottoman ini terdiri dari 156 pasal minus pasal 

mengenai waris.
5
 

Disebutkan dalam The Ottoman Law Of  Family Right 1917 terkait 

Undang-undang batas usia pernikahan dalam buku Dedi Supriadi adalah 

                                                           
3
Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History), Text, Comperative Analysis, 263 

4
Karsidi Diningrat R, Sejarah Modern Turki, (Jakarta: Garmedia Pustaka Utama, 2003), 242-243 

5
Abu Su’ud, Islamologi, Sejarah, Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia, 98-99 
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‚Bagi laki-laki, batas usia pernikahan, minimal 18 tahun, dan bagi 

perempuan 17 tahun.‛ Adapun syarat bagi pernikahan tidak normal 

(dispensasi) dalam beberapa kasus pengadilan tetap menetapkan batasan usia 

pernikahan bagi kedua calon mempelai yakni 15 tahun bagi laki-laki dan 14 

tahun bagi perempuan. Secara lengkap pasal yang berkenaan dengan batasan 

usia pernikahan, sebagaimana Ottoman Law of Family Right 1917, berikut 

ini:  

CAPACITY TO MARRY 
4. It is a condition for competemce to marry that the man must have 
completed eighteen years and the woman seventeen years of age. 
5. Where an adolescent boy who has not completed his eighteen year 
claims puberty, the Court may permit him to marry if he is adequately 
mature. 
6. Where an adolescent girl who has not completed her seventeen year 
claims puberty, the Court may permit him to marry if he is adequately 
mature and her guardian in marrige has given consent. 
7. Nobody is permitted to contract into merriage & minor boy who has 
not completed the age of twelve years or aminor girl who is below the 
age of nine years. 
8. Where a girl who has completed seventeen year of her of her age 
desires to marry a person, the Court shall communicate her desire to her 
guardian and if the guardian does not object, Or if his objection appears 
to be unreasonable, the Court shall give her permission to marry that 
person. 
 
Dalam pasal 7 di jelaskan bahwa tidak diijinkan pernikahan bagi laki-

laki yang umurnya kurang dari 12 tahun dan anak gadis yang dibawah 9 

tahun. Artinya ketika itu ketentuan minimal usia kawin telah di tetapkan 

sebagaimana butir 7 dalam Undang-undang Ottoman Law Of Family Right 

1917. 
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Seiring berjalannya zaman, pergolakan politik yang terjadi di Turki pada 

saat itu sangat mempengaruhi stabilitas Perundang-undangan.
6
 Terutama 

ketika isu Turki Modern mulai mengemuka, imbasnya Undang-undang ini 

sempat dibekukan pada tahun 1919, dengan harapan akan dapat diganti 

dengan Undang-undang yang lebih komprehensif. Akan tetapi, karena 

ketidak berhasilan para ahli yang telah diberi tugas dalam mencapai tujuan 

yang dimaksud, akhirnya Turki mengadopsi Undang-undang Sipil Swiss atau 

lebih dikenal dengan istilah The Swiss Civil Code tahun 1912.
7
 

Hasil adopsi tersebut melahirkan Undang-undang Sipil Turki yang baru 

sebagai pengganti The Ottoman Law Of  Family Right 1917 yaitu The 

Turkish Civil Code 1926, dengan sedikit perubahan sesuai dengan tuntutan 

kondisi Turki.
8
 Namun Undang-undang baru Turki ini tidak sepenuhnya 

mengadopsi Undang-undang Sipil Swiss, bagaimanapun tetap disesuaikan 

dengan tradisi dan kondisi Islam di Turki. Undang-undang pembaharuan ini 

keseriusannya terlihat ketika telah diamandemen sebanyak 6 kali dari tahun 

1933-1956 demi terciptanya keselarasan antara UU Sipil dengan konsep-

konsep Islam.
9
 

1. Undang-Undang Sipil Tahun 1933 (amandemen pertama).  

2. Undang-Undang Sipil Tahun 1938 (amandemen kedua).  

3. Undang-Undang Sipil Tahun 1945 (amandemen ketiga). 

                                                           
6
Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2005), 163-164 
7
KarsidiDiningrat R, Sejarah Modern Turki, (Jakarta: GarmediaPustakaUtama, 2003), 242-243 

8
Khoiruddin Nasutin, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- Undangan 

Pernikahan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malysia, (Jakarta, INIS, 2003), h. 92. 
9
AdianHusaini, Wajah Peradaban Barat, dari hegemoni Kristen kedominasi sekuler- liberal, 

(Jakarta: GemaInsani Press, 2005), 274 
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4. Undang-Undang Sipil Tahun 1950 (amandemen keempat).  

5. Undang-Undang Sipil Tahun 1956 (amandemen kelima).  

Begitupun dampak perubahannya terhadap pasal yang mengatur 

penetapan batas usia pernikahan. Setelah dilakukan amandemen tentang 

batas-batas umur pernikahan, maka yang tertera dalam UU Sipil Turki 1926 

adalah ‚Seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat menikah 

sebelum berumur 17 dan 15 tahun. Kecuali dalam 8 kasus-kasus tertentu, 

pengadilan mengijinkan terjadinya pernikahan umur 15 tahun laki-laki dan 

14 tahun bagi perempuan, setelah adanya konsultasi / ijin dari wali atau 

orang tuanya‛ 

Pemerintah sejauh ini telah melakukan reformasi hukum terkait 

kesetaraan gender di negaranya. Turki mengubah Pasal 41 dari Konstitusi 

Negara pada Oktober 2001 dengan diubahnya definisi keluarga sebagai 

entitas yang didasarkan atas kesetaraan gender yang menyebutkan bahwa 

keluarga adalah fondasi masyarakat Turki yang didasarkan atas kesetaraan 

antara pasangan. 

Hal tersebut diikuti dengan implementasi Hukum Sipil Turki yang baru  

pada 22 November 2001 dan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 

Januari 2003. Disahkannya hukum yang baru tidak lepas dari upaya 126 

organisasi perempuan dan dukungan dari Uni Eropa.12 Peraturan yang baru 

menghapuskan supremasi laki-laki dan menegaskan prinsip kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan dalam keluarga seperti antara lain pembagian 

properti yang sama antara suami dan istri, penetapan usia minimun untuk 
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menikah menjadi 18 tahun dari yang sebelumnya 17 tahun untuk laki-laki 

dan 15 tahun untuk perempuan, sistem pembagian hak waris, 

memperolehkan orangtua tunggal untuk mengadopsi, penegasan bahwa 

suami bukan selalu menjadi kepala keluarga sehingga suami dan istri sama-

sama memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan, hak yang 

sama atas properti yang diperoleh selama masa pernikahan, penghapusan 

konsep ’anak haram’ untuk anak-anak yang lahir diluar pernikahan dan 

sebagainya. 

Negara Turki menetapkan usia pernikahan 18 tahun bagi laki-laki dan 18 

tahun pula bagi laki. Hal ini tercantum dalam Turkish Civil Code 2003 

chapter 11 yang berbunyi ‚ According to the law, the age of majority is 

eighteen (full). A person becomes sui juris by marriage‛. Artinya adalah 

‚Menurut hukum, usia mayoritas adalah delapan belas (18 tahun). Seseorang 

menjadi dewasa dan cakap hukum karena pernikahan‛. 
10

 Di bawah Civil 

Code 2003, usia persetujuan adalah delapan belas tahun untuk anak 

perempuan dan laki-laki.
11

 Dalam pernikahan, pasangan sama dalam 

kapasitas pengambilan keputusan dan dalam tanggung jawab mereka untuk 

membuat pernikahan itu berhasil. 
12

 Setiap pasangan adalah seorang 

perwakilan serikat yang setara dengan pihak ketiga.
13

 

                                                           
10

Turkish Civil Code Law, chapter 11 
11

Lihat, Turk Medeni Kanunu [CIv. CODE 2003] art. 124 (Turk.), available at 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k47 2 1.html. 
12

Ibid.  
13

Ibid  
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Dalam hal kepemilikan dalam pernikahan, pasangan menikah bebas 

untuk kontrak pilih bentuk kepemilikan sebagaimana ditentukan oleh 

hukum.
14

 Singkatnya, Kode 2003 yang dimaksut Civil Code Law Turki 

membawa tingkat gender yang cukup besar persamaan untuk menikah. Sang 

suami bukan lagi pemimpin atau perwakilan keluarga, seperti dalam Kode 

1926.
15

 

TABEL. 2.1 

PROSES PENETAPAN UNDANG-UNDANG LAMA TAHUN 1917, 1926 

DAN BARU PADA TAHUN 2003 DI TURKI 

 

 

Negara 

Usia Pernikahan  

Syarat-

syarat 

pernikahan 

menurut 

pengadilan 

 

Ottoman Law 

of Family Right 

1917 

The Turkish 

Civil Code 

1926 

The Turkish 

Civil Code 

2003 

Turki 
Laki Wanita Laki Wanita Laki Wanita Baik 

18 17 17 15 18 18 Baik 

 

B. Alasan dan Implementasi Penetapan Batas Minimal Usia Nikah 18 Tahun 

Dalam Civil Code Law Turki 

Civil Code 1926 diubah lima belas kali setelah diberlakukan, dan enam 

ketentuannya dibatalkan.
16

 Beberapa di antaranya perubahan muncul dari 

upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender dalam Civil Code 1926. 

Misalnya, Pasal 153, yang mewajibkan perempuan itu mengambil nama 

keluarga suaminya, diamandemen sehingga wanita itu bisa menggunakan 

                                                           
14

Ibid  
15

Compare Civ. CODE. 1926 art. 152 (which states that"[the husband is the leader of the 

marriage union.") with Civ. CODE. 2003 art. 185-86, 189 (on the new regime of equal spouses) 
16

Lihat Civ. CODE 1926. These changes are listed at the end of the 1926 Civil Code. 
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nama gadisnya di depan keluarga suaminya.
17

Selain itu, Pasal 159, yang 

mengharuskan istri menerima izin suaminya untuk bekerja di luar rumah, 

adalah dibatalkan.
18

 

Namun, jauh sebelum perubahan-perubahan signifikan ini, kebutuhan 

untuk merevisi Civil Code 1926 diperdebatkan. Pada awal 1951 tim 

penyusun telah dibentuk.
19

 Upaya ini, seperti para penerusnya di1971, 1974, 

1976, dan 1984, tidak menerima persetujuan parlemen.
20

 Upaya penyusunan 

yang mengarah ke Civil Code saat ini dimulai pada tahun 1994. Draft  Civil 

Code selesai pada tahun 1998, dan akhirnya disetujui oleh parlemen. Majelis 

Umum Parlemen Turki memulai diskusi tentang undang-undang yang 

diusulkan pada 24 Oktober, 2001.
21

 

Hukum yang diusulkan adalah untuk menggantikan Civil Code 1926. 

Usul tersebut telah mendapat persetujuan sehingga selanjutnya diteruskan ke 

proses legislasi pembaharuan Civil Code dalam keseluruhan.
22

 Salah satu 

fokus pembahasan perubahan Civil Code 1926 adalah permasalahan bahasa, 

revisi yang dimaksud adalahmenggantikan kata-kata Arab untuk istilah 

Islam dengan padanan Turki. Mayoritas perubahan yang diusulkan berada di 

                                                           
17

LihatLaw No. 4248/1, 14/5/1997 (amendment to the Civ. CODE 1926) 
18

LihatTurkish Constitutional Court Decision, E.1990/30, K.1990/31, 29/11/1990; see also CIv. 

CODE 1926 art. 159 
19See "Turk Medeni Kanunu Tarihcesi" [The History of the Turkish Civil Code], BELGENET, 

Oct. 24, 2001, available at http://www.belgenet.conmyasa/medenikanun/tarihce.html. 
20

Ibid. 
21

Ibid.. 
22

Lihat."Turk Medeni Kanunu Genel Gerekce" [General Justification of the Turkish Civil Code], 

BELGENET,Oct.24, 2001, availableat http://www.belgenet.com/yasa/medenikanun/gerekce.html 

(websitecontains the entire speechpresented during a Turkish Parliamentary debate on the 

proposed Turkish Civil Code of 2003). 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 

 
 

bidang hukum keluarga, bertujuan untuk membawa kesetaraan gender lebih 

lanjut.
23

 

Secara khusus, membahas perubahan yang berusaha untuk mencapai 

kesetaraan total dari pasangan dalam pernikahan institusi, serta kontrak yang 

diusulkan pasangan yang sudah menikah kebebasan menentukan sistem 

properti pernikahan. Sepanjang Pembenaran, ada yang khusus dan berulang 

penekanan bahwa Civil Code yang diusulkan berusaha untuk gender lengkap 

persamaan. 

Di bawah Civil Code2003, batas usia pernikahan adalah delapan belas 

tahun untuk anak perempuan dan laki-laki.
24

 Dalam pernikahan, pasangan 

sama dalam kapasitas pengambilan keputusan dan dalam tanggung jawab 

mereka untuk membuat pernikahan itu berhasil.
25

 Setiap pasangan adalah 

seorang perwakilan serikat yang setara dengan pihak ketiga.
26

  Dalam hal 

kepemilikan dalam pernikahan, pasangan yang menikah bebas untuk secara 

kontraktual memilih bentuk kepemilikan sebagaimana diatur oleh hukum. 

Kepemilikan bersama adalah salah satu bentuk yang disediakan oleh Civil 

Code2003.
27

 Kesetaraan gender yang coba dibangun dalam norma hukum 

civil code 2003merupakan salah satu bentuk amanat tertib norma yang 

terdapat dalam konstitusi negara turkey yang menghendaki adanya 

                                                           
23See id. 
24

Lihat, TURK MEDENI KANuNu [CIv. CODE 2003] art. 124 (Turk.), availableat 
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k47 2 1.html. 
25

Ibid., 185-86 
26

Ibid.,189. 
27

Ibid., 202- 203 
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kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan yang sehingga ini di 

akomodir dalam  civil code 2003.
28

 

Singkatnya, Civil Code2003 membawa tingkat kesetaraan gender yang 

cukup besar ke pernikahan. Sang suami bukan lagi pemimpin atau 

perwakilan keluarga, seperti dalam Kode 1926.
29

  Pernikahan diatur sebagai 

lembaga kemitraan yang sederajat; daripada pasangan yang saling 

melengkapi. Suami bukan lagi pelindung, dan istri tidak lagi dilindungi. 

Apalagi itu Meskipun demikian, langkah signifikan ini menuju ke arah yang 

lebih egaliter hukum keluarga, sisa-sisa hukum Islam yang paling jelas 

ditemukan di Civil Code 1926 bertahan dalam Civil Code2003.  

Penulis dapat mengetengahkan beberpa faktor yang melatarbelakangi 

perubahan peraturan Civil Code  2003 ke arah kesetraan gender adalah 

sebagai berikut:  

a. Gerakan Modernist dan Legal Transform Turki 

Reformasi yang dicapai pada 1923 sebenarnya menandai awal sejarah 

kesetaraan gender di Turki sebagai bagian dari adanya sebuah proses 

modernisasi dan transformasi budaya, dari sebelumnya negara dengan 

latar belakang agama dan tradisional menjadi barat dan modern. 

Modernisasi Turki tidak dapat lepas dari karakter masyarakatnya yang 

cenderung dipengaruhi budaya timur dalam memandang peranan di 

                                                           
28

Godze Dagdelen, Early Marriage: The Case Of Van Province In Turkey, (Ankara: A Thesis 

Submitted To The Graduate School Of Social Sciences Of The Middle East Technical 

University, 2011), 20-21 
29Compare Civ. CODE. 1926 art. 152 (which states that"[tlhe husband is the leader of the 

marriage union.") with Civ. CODE. 2003 art. 185-86, 189 (on the new regime of equal spouses). 
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keluarga, sehingga dalam beberapa konteks peran perempuan sebagai istri 

ataupun ibu sangat bertentangan dengan nilai-nilai barat dalam 

memandang hak-hak dan kebebasan pada keluarga modern. Menurut 

Nukhet Kardam, hak perempuan masih menjadi sebuah permasalahan 

utama dalam konflik perdebatan antara ‘Barat’ dengan ‘Islam’, dan juga 

antara pandangan ‘universal’ dan ‘kultural’ terhadap hak asasi manusia 

pada umumnya.
30

 

Karena itu partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan sosial dan 

politik tanpa melupakan tanggung jawab mereka sebagai istri ataupun ibu 

dianggap sebagai sebuah hal yang mampu merusak struktur peranan 

dalam keluarga itu sendiri. Dengan begitu, upaya pertama yang harus 

dicapai oleh Turki untuk mencapai kesetaraan gender adalah menciptakan 

lingkungan yang mendukung kesamaan peran dalam keluarga, karena 

status perempuan yang terbatas pada lingkup sosial. 

b. Penyesuaian dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (CEDAW) 

Turki turut berpartisipasi dalam Fourth WorldConference on Women 

pada tahun 1935 dan menandatangani Deklarasi Beijing dengan 

komitmen untuk dapat menerapkan Action Plan dari deklarasi tersebut. 

Pemerintah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 

                                                           
30

Kardam, Nukhet. ‚Social Transformation in Women’s Human Rights (Witha Focus on 
Turkey)‛. International Studies Association (ISA) Human Rights Joint Conference Istanbul, 

Turkey 2014. Hal.2 
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1985 sebagai komitmen menciptakan kesetaraan gender.
31

 Konvensi ini 

memiliki status kontrak yang bersifat mengikat sehingga negara wajib 

membuat laporan perkembangan status setiap empat tahun sekali yang 

ditujukan untuk Komite CEDAW. Turki menyetujui adanya 

AdditionalProtocol CEDAW pada tahun 2000. Meski Turki pernah 

menyatakan keberatan terhadap beberapa pasal dalam CEDAW, namun 

pada akhirnya pemerintah mengangkat pernyataan keberatannya pada 

September tahun 1999.
32

 Tiga tahun berselang tepatnya pada 30 Juli 

2003, Turki menandatangani Optional Protocol CEDAW.
33

 

c. Penyesuaian Terhadap Ketetapan Norma yang Berada dalam Konsitusi 

Negara Turki 

Constitution Of The Republic Of Turkey BAB I huruf X tentang 

Equality before the law, dalam pasal 11 menjelaskan, ‚Everyone is equal 

before the law without distinction as to language, race, colour, sex, 

political opinion, philosophical belief, religion and sect, or any such 

grounds‛.
34

 Turki merupakan salah satu negara yang dipengaruhi budaya 

eropa kontinental yang kental dengan sistem hukum civil law, kemudian 

hal initidak dapat dielakkan berpengaruh pada peraturan perundang-

undangan yang terkodifikasi atau tersusun secara tertulis. Menurut paham 

                                                           
31

Muftuler, Meltem. ‚Gender Equality in Turkey: Policy Department C:Citizens' Rights and 
Constitutional Affairs‛. Brussels: European Parliament, January 2012. Hal.4 
32

United Nations. ‚Concluding observations of the CEDAWL Turkey‛, CEDAW/C/TUR/CO/6. 

https://www2.ohchr.org/CEDAW-C-TUR-CO-6.pdfDiakses 27 Maret 2018 
33

United Nations. ‚Declarations, reservations, objections and notifications ofwithdrawal of 
reservations relating to the CEDAW‛, CEDAW/SP/2004/2. https://www.un.org/CEDAW-SP-

2004-2E.pdf Diakses 27 Maret 2018 
34

Pasal 10 BAB I Tentang Ketentuan Umum, Constitution Of The Republic Of Turkey, 12 

https://www2.ohchr.org/CEDAW-C-TUR-CO-6.pdf
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tertib hukum yang digagas oleh Hans Kelsen bahwa suatu norma yang 

berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang diatasnya,
35

 

sehingga validitas pasal 11 Civil Code2003 merupakan penjabaran dari 

norma dasar yang terdapat dalam pasal 11 BAB I huruf X tentang 

Equality before the law, Constitution Of The Republic Of Turkey. 

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang diinginkan oleh 

konstitusi turki sangat luas cakupannya meliputi segala lini kehidupan 

termasuk dalam hal hak-hak sipil warga negara. Pernikahan yang 

sejatinya merupakan ranah sipil, memerlukan negara untuk mengatur hak-

hak sipil tersebut agar selanjutnya hak-hak tersebut tidak mudah 

disimpangi oleh warga negara lainnya. Sehingga menjadi keharusan 

apabila pasal 11 Civil Code dirubah kearah kesetaraan gender berdasarkan 

prinsip equal before the law. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
35

Ibid. 
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BAB III 

LATAR BELAKANG UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN 

PENETAPAN USIA MINIMAL NIKAH DI INDONESIA 

A. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

1. Masa Penjajahan di Indonesia 

Pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische 

Compagnie (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam 

telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh 

penguasa VOC. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, 

Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut 

dengan Compendium Freiyer, mengikuti nama 

penghimpunnya.
1
Kemudian membuat kumpulan hukum pernikahan 

dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar 

(Bone dan Gowa).
2
Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik 

penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam. 

Pada Konggres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 

Desember 1928 di Yokyakarta mengusulkan kepada Pemerintah 

Belanda agar segera disusun undang-undang pernikahan, namun 

mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir 

penjajah.
3
 

                                                           
1
Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, (Jakarta: Bulan 

Bintang , 1975), 11 
2
Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia, dalam 

Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982, 101 
3
Maria Ulfah Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Pernikahan, (Jakarta: 

Yayasan Idayu, 1981), 9-10 
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Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda 

menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Pernikahan tercatat 

(onwerpordonnantie op de ingeschrevern huwelijken) dengan pokok-

pokok isinya sebagai berikut: Pernikahan berdasarkan asas monogami 

dan pernikahan bubar karena salah satu pihak meninggal atau 

menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh 

hakim.
4
Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya 

diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam 

dan yang beragama Hindu, Budha, Animis.Namun rancangan 

ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi 

mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. 

2. Masa Awal Kemerdekaan 

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan 

upaya perbaikan di bidang pernikahan dan keluarga melalui penetapan 

UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk 

bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang 

tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang 

ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut 

selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi 

tentang keharusan PPN berusaha mencegah pernikahan anak yang 

belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang 

berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang 

                                                           
4
Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1992), 77 
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bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-

anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN 

mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.
5
 

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, 

mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan pernikahan 

dan menyusun rencana undang-undang pernikahan.Maka akhirnya 

Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum 

Pernikahan, Talak dan Rujuk.Maka lahirlah Peraturan Pemerintah 

(PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan 

pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.
6
 

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk 

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam 

mengajukan konsep RUU Pernikahan, sehingga pada tanggal 28 Mei 

1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-

asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum pernikahan di 

Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut 

pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum 

Indonesia bahwa pada dasarnya pernikahan di Indonesia adalah 

pernikahan monogami namun masih dimungkinkan adanya pernikahan 

                                                           
5
 Ibid, 78-79 

6
 Indriaswari Dyah Saptaningrum, Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Pernikahan dan 

Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum 

Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000), 53 
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poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan 

batas minimum usia calon pengantin.
7
 

3. Masa Menjelang Kelahiran Undang-undang Pernikahan 

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak 

rancangan UU Pernikahan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU 

Pernikahan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan 

rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang 

Pokok Pernikahan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur 

dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali 

kedua rancangan dan mengajukan RUU Pernikahan yang baru pada 

tahun 1973.
8
 

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili 

Pemerintah membawa konsep RUU Pernikahan yang di setujui DPR 

menjadi Undang-Undang Pernikahan. Maka pada tanggal 2 Januari 

1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan 

diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 

Januari 1974. 

B. Eksistensi  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Jika diperhatikan sejarah dinamika hukum Islam di Indonesia 

terdapat beberapa catatan pertama, karakteristik hukum Islam Indonesia 

dominan diwarnai oleh keperibadian Arab (Arab Oriented) dan lebih 

                                                           
7
R. Soetedjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia, 

(Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), 18 
8
Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, Bandung, 1983), 98 
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dekat kepada tradisi Madzhab Syafi’i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-

kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan 

menggunakan kitab-kitab fikih Syafi’iyyah.
9
 

Kondisi seperti ini terlihat pula pada rumusan Kompilasi Hukum 

Islam yang dirumuskan oleh para ulama Indonesia yang kental dengan 

warna Syafi’inya. Selain itu, secara metodologis pun para ulama 

kebanyakan menggunakan kitab-kitab usul fikih karangan ulama-ulama 

Madzhab Syafi’i. Sebagaimana dimaklumi bahwa usul fikih terutama 

yang diajarkan di kebanyakan pesantren, sebagian besar pembahasannya 

baru sampai masalah qiyas, walaupun ada yang lebih luas dari itu.
10

 

Kedua, dilihat dari aspek materi substansi (ruang lingkup) hukum 

Islam yang dikembangkan di Indonesia, tampaknya lebih dititik beratkan 

pada hukum privat atau hukum keluarga (Ahwal Alsyakhsiyyah), seperti: 

pernikahan, kewarisan, perwakafan, seperti yang tercakup dalam KHI. 

Lembaga Peradilan Agama pun hingga saat ini hanya berwenang 

menangani perkara yang berkaitan dengan perkara terbatas (kendati telah 

ada penambahan kewenangan dalam bidang ekonomi Syari’ah, namun 

secara praktik belum dapat ditangani PA). Memang ada informasi yang 

menggembirakan, yakni kehadiran bank-bank Syari’ah dan BMT-BMT, 

                                                           
9
Abdul Hadi Muthohar, Pengaruh Madzhab Syafi’i di Asia Tenggara, Fikih dalam Peraturan 

Perundang-undangan tentang Pernikahan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia, (Semarang: PT 

Pustaka Jaya Abadi, 2008), 88 
10

Abdul Hadi Muthohar, Pengaruh Madzhab Syafi’i di Asia Tenggara, Fikih dalam Peraturan 
Perundang-undangan tentang Pernikahan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia, 91- 92 
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serta lembaga-lembaga keuangan Syari’ah di Indonesia dewasa ini yang 

merupakan fenomena eksistensi hukum Islam dalam bidang mu’amalah. 

Ketiga, dilihat dari aspek pemberlakuan, tampaknya ada 

kecenderungan kuat bahwa hukum Islam diharapkan menjadi bagian dari 

hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap 

umat Islam.
11

 Jika kecenderungan itu dikaitkan dengan masalah 

efektivitas hukum, tampaknya ada harapan bahwa dengan diangkat 

menjadi hukum negara, hukum Islam akan memiliki daya ikat yang kuat 

untuk ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam. Logika hukum 

seperti itu untuk sementara dapat diterima, pada kenyataannya tidak 

selalu terjadi demikian. Ada kekhawatiran bahwa pemerintah akan 

memanfaatkan kondisi seperti ini untuk ikut serta menentukan formulasi 

hukum Islam yang mana dan seperti apa yang sebaiknya 

diimplementasikan di Indonesia.
12

 

Sumbangsi hasil ijtihad Imam Syafi’i yang dijadikan landasan 

dalam menetukan batas usia kawin di Indonesia bukanlah tanpa 

pertimbangan, kendati demikian kentalnya kitab-kitab fikih Syafi’iyyah 

dalam pembentukan hukum keluarga dirasa telah cukup memenuhi 

kebutuhan bagi umat Islam di Indonesia. Konsep umur dalam pernikahan 

sebenarnya dalam pemikiran Para Imam Madzhab ialah lebih ditekankan 

pada tingkat kedewasaan seseorang, sekalipun dalam menetukan 

                                                           
11

Bahtiar Effendi, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di 
Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), 269 
12

Bahtiar Effendi, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di 
Indonesia, 271 
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kedewasaan tersebut setiap ulama Madzhab memiliki pandangan dan cara 

masing-masing.
13

 

Ketentuan batas minimal kawin di Indonesia selama beberapa 

dekade ini tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan hal tersebut 

dianggap tidak membawa kemajuan terhadap standar umur pernikahan 

semenjak ditetapkannya UU No 1 Tahun 1974. Sebagaimana yang kita 

ketahui, bahwa di dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Pernikahan disebutkan:
14

 ‚Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun.‛  

Hal ini pernah dipersoalkan dengan dikeluarkannya Putusan 

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Juni 2015 dengan Nomor 30-

74/PUU-XII/2014, yang menolak petitum para pemohon dalam perkara 

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
15

 

                                                           
13

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzab, (Beirut: Lentera, 1960), 96 
14

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. 
15

Adapun sebagian isi dari petitum yang diajukan para pemohon adalah: ‚Menyatakan bahwa 

materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

sepanjang mengenai frasa „16 (enam belas) tahun‟ harus dimaknai secara inkonstitusional 

bersyarat (conditionally unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Pernikahan sepanjang mengenai frasa 16 (enam belas) tahun itu bertentangan 

dengan konstitusi UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 18 (delapan belas) tahun. Menyatakan 

bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

sepanjang mengenai frasa 16 (enam belas) tahun harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat 

(conditionally unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Pernikahan sepanjang mengenai frasa 16 (enam belas) tahun itu tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 18 (delapan belas) tahun. Mengubah materi 

muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sehingga 

bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menjadi: 
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Putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa ketentuan 

usia minimal kawin di negara kita sedang jalan di tempat. Standar yang 

ditetapkan selama lebih dari 42 tahun yang lalu itu masih saja stagnan 

tanpa adanya perubahan. Padahal di sisi yang lain, zaman telah berubah, 

kondisi sosial-budaya, ekonomi dan kehidupan masyarakat pada 

umumnya sangatlah berbeda dengan konteks era 70-an, era di mana UU 

No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan ditetapkan. Bagaimanapun, 

perubahan sosial akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada 

hukum. Sebab ketika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan 

masyarakat juga akan berubah baik secara kuantitatif dan kualitatif. 

Hanya saja proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya 

berlangsung lambat. Di sisi yang lain, secara konstitusional isi Pasal 7 

ayat (1) UU Pernikahan tahun 1974 tidak selaras dengan undang-undang 

yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 

yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16

 

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

                                                                                                                                                               
Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.‛ Lihat Salinan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, 21 
16

Pasal 1 angka (1): ‚Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.‛ Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak. 
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dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17

 Dengan menikahkan anak 

yang masih berusia 16 tahun, berarti sama halnya merenggut hak-hak 

anak agar dapat hidup dan tumbuh serta berkembang secara optimal 

hingga ia berusia 18 tahun. Sehingga, usia 16 tahun bagi pihak wanita 

yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1) jelas-jelas tidak selaras dengan apa 

yang dicita-citakan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014. Bagaimana 

mungkin dua undang-undang bisa saling bertabrakan, Padahal anak yang 

sedang menjalani masa-masa pertumbuhan sangat dilindungi oleh 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagaimana tertera dalam Pasal 

28A,
18

 Pasal 28B ayat (1) dan (2),
19

 Pasal 28C ayat (1),
20

Pasal 28D ayat 

(1),
21

28 Pasal 28G ayat (1),
22

 Pasal 28H ayat (1), dan (2),
23

 serta Pasal 28I 

ayat (1) dan (2).
24

 

                                                           
17

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 
18

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: ‚Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya.‛ 
19

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah; (2) Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.‛ 
20

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: ‚Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia.‛ 
21

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.‛ 
22

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi.‛ 
23

Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat 
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Dengan adanya wacana masalah tentang perlunya revisi Pasal 7 

ayat (1) Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 tentang batas usia 

menikah dalam Undang-undang pernikahan menjadi sorotan serius 

setidaknya terkait empat hal: Pertama, untuk mencegah terjadinya 

pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu 

hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap 

kesehatan ibu hamil dan melahirkan
25

 serta pernikahan dini dalam 

konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dikuatirkan 

berisiko tinggi terhadap angka perceraian.  

Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat 

bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2003 sebagai implementasi Konvensi 

Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai 

dengan usia 18 tahun.
26

 Ketiga, mempertimbangkan kesiapan para 

pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di 

tengah-tengah masyarakat. Keempat, memperhatikan kesiapan ekonomi 

                                                                                                                                                               
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan.‛ 
24

Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan 

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.‛ 
25

Dalam Tajuk Rencana harian Kompas (21/04/2015), disebutkan bahwa angka kematian ibu 

(AKI) masih terlampau tinggi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat AKI 

sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu jauh dari target Sasaran Pembangunan 

Milenium, yaitu 102 pada tahun ini. Adapun salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih 

terjadinya praktik pernikahan dini pada anak perempuan. Lihat Tajuk Rencana ‚Relevansi 

Peringatan Hari Kartini‛, di poskan Kompas, 21 April 2015. Diakses pada tanggal 19 juni 2019, 

09.15. wib 
26

Antonius Wiwan Koban, Revisi Undang-Undang Pernikahan, Vol. IV No. 10, (Jakarta: The 

Indonesian Institute, 2010), 3 
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dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumahtangga di masa 

sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang. Bukan tidak 

mungkin bahwa hasil kajian dari penelitian ini menuntut agar ketentuan 

usia 19 dan 16 itu diubah, karena perubahan hukum merupakan sebuah 

keniscayaan seiring dengan dinamika zaman (waktu): ‚Tidak diingkari 

perubahan hukum-hukum dikarenakan berubahnya zaman (waktu).‛
27

 

Zaman yang senantiasa mengalami perubahan kemudian menjadi 

alasan tersendiri mengapa sebuah produk hukum juga berubah.
28

 Hukum 

tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.
29

 Lahirnya UU 

Pernikahan di tahun 1974 tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah di 

mana ia dibuat. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang 

peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya UU 

tersebut. Begitu pun dengan penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 

16 tahun (bagi perempuan) sebagai persyaratan (batas minimal usia) 

untuk melangsungkan pernikahan tidak lepas dari dorongan-dorongan 

yang muncul baik di lingkungan pemerintah sendiri, lembaga legislatif, 

dan juga masyarakat.  

Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, 

bahwasanya hukum sebagai suatu sistem terdiri dari unsur struktur, 

substansi dan kultur. Ketiga unsur itu saling memengaruhi dalam 

                                                           
27

Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), halaman. 79. 

Asjmuni A. Rahman, Qaidah-qaidah Fikih, (Qowā’idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 

1976), 107. 
28

Umi Sumbulah, Ketentuan Pernikahan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu’asyarah: 
Sebuah Analisis Gender‛, 95 
29

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,(Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), 6 
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bekerjanya hukum di tengah kehidupan masyarakat.
30

 Begitu pula yang 

berlaku dalam penetapan standar minimal usia kawin yang telah 

ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pernikahan tahun 1974. Secara 

keseluruhan, penetapan undang-undang itu juga memiliki latar belakang 

yang panjang. Unsur-unsur seperti struktur hukum, substansi hukum dan 

kultur hukum yang ada di dalamnya tentunya bekerja secara koheren. 

Sehingga, kita tidak bisa hanya melihat dari sebagian sisi saja.  

Ketentuan (hukum) tentang usia minimal kawin itu setidaknya 

dilatarbelakangi oleh unsur (tuntutan) sosial, politik, budaya, ekonomi 

dan juga agama, sebagaimana bagan di bawah ini:
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Seseorang yang dianggap dewasa berarti sudah cakap dalam 

bertindak hukum, yang dalam usul fikih disebut Al-Ahliyah. Artinya 

apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh 

                                                           
30

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Sosical Science Perspective, (New York: Russel 

Soge Foundation, 1969), 225 
31

Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi 
Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 50 

HUKUM 

 

BUDAYA 

POLITIK 

SOSIAL 

AGAMA 

EKONOMI 
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perbuatan yang dilakukan belum atau tidak bisa 

dipertanggungjawabkan.
32

 

Usia dalam pernikahan memang menjadi salah satu penentu 

kedewasaan seorang, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, 

karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana suatu 

keadaan seseorang telang mencapai tingkat kematangan dalam berfikir 

dan bertindak. Sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-

masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang 

mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia 

tidak pernah mengalami kedewasaan, karena kedewasaan tidak selalu 

berbanding lurus dengan usia.
33

 

Berkaitan dengan hal diatas, usia kawin tidak serta-merta bisa 

dihubungkan dengan soal usia kedewasaan.Dalam Islam, memang tidak 

ada ketentuan mengenai batasan usia dewasa untuk nikah. Batasan 

kedewasaan itu hanya upaya ulama, itu pun hanya terbatas imam abu 

hanifah yang menetapkan usia dewasa 15 tahun. Abu hanifah berpendapat 

bahwa orang tua diperbolehkan untuk menihkahkan putrinya yang belum 

baligh, baik dia masih gadis maupun janda. Karena bila dia sudah baligh, 

maka iya boleh menikah dengan siapa saja tanpa izin dari kedua orang 

tuanya. Artinya dengan tidak adanya batasan usia pernikahan dari ulama 

                                                           
32

Dedi Junaedi, Bimbingan Pernikahan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As 

Sunnah), 6-7 
33

Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59 
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adalah karena untuk memberi kebebasan kepada kita untuk memilih mana 

yang terbaik.
34

 

Bila melihat pada sejarah pembentukan UU Pernikahan yang 

menjadi pertimbangan batasan usia pernikahan tersebut adalah 

kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaan). Pembatasan usia 

pernikahan pada saat itu dimaksudkan untuk mengantisipasi maraknya 

pernikahan anak-anak, yang mana isunya bergulir sejak tahun 1920-an.
35

 

Barometer yang ditetapkan dalam Undang-undang pernikahan di 

Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi: 
36

 

‚Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun‛.  

Dalam hal yang mengenai tentang pernikahan, perbedaan batas 

usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan itu termasuk dalam 

permasalahan yang sering dibahas dalam beberapa terakhir ini di 

Indonesia dan dibuktikan melalui Putusan Mahkama Konstitusi No. 

22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi 

mengabulkan uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Pernikahan terkait batas usia pernikahan untuk laki-laki 19 

tahun dan perempuan 16 tahun yang dimohonkan oleh Endang wasrinah, 

                                                           
34

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Ja>mi’ fi Fiqh Al-Nasa>’i, (Beirut: Dar Kutub Al-

Ilmiyyah), 402 
35

Ratna batara munti dan hindun anisah, Posisi perempuan dalam hukum Islam di Indonesia, 
(Jakarta: LNH/APIK, 2005), 53 
36

Undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) 
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Maryanti, dan Rasminah yang diwakili pengacara. Mahkamah Konstitusi 

menilai bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak 

perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit 

menyatakan ‚menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah 

masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya 

dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus 

dicegah adanya pernikahan antara calon suami-isteri yang masih di bawah 

umur‛.
37

 

Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa dalil permohonan 

pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau 

gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan 

sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 

adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
38

 

Sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis 

kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah Konstitusi dapat 

menentukan berapa batas usia minimal pernikahan. Mahkamah hanya 

menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal 

pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang 

diskriminatif, namun penentuan batas usia pernikahan tetap menjadi 

                                                           
37

Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 53 
38

Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 58 
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ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Seperti telah 

ditegaskan mahkamah konstitusi sebelumnya, penentuan batas usia 

minimal pernikahan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal 

policy) pembentuk undang-undang. Sebab, apabila Mahkamah Konstitusi 

memutuskan batas usia minimal pernikahan, justru akan menutup ruang 

pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan 

lebih fleksibel batas usia minimal pernikahan sesuai perkembangan 

hukum dan masyarakat (sosiologis).
39

 

Karena itu, Mahkamah memberi tenggat waktu selama 3 tahun 

kepada pembentuk UU untuk sesegera mungkin melakukan perubahan 

kebijakan hukum terkait batas usia minimal pernikahan, khususnya Pasal 

7 ayat (1) Undang-undang PernikahanTahun 1974 itu. Namun, sebelum 

dilakukan perubahan, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pernikahan 

Tahun 1974 masih tetap berlaku.
40

Meski demikian, apabila dalam 

tenggang waktu 3 tahun pembentuk Undang-undang belum mengubah 

aturan batas minimal usia pernikahan itu, demi kepastian hukum dan 

mengeliminasi diskriminasi yang timbul, maka batas minimal usia 

pernikahan itu diharmonisasikan dengan usia anak (18 tahun) 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang 

diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.
41

 

  

                                                           
39

Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 51 
40

Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 58 
41

Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 58 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP BATAS USIA MINIMAL NIKAH CIVIL CODE LAW 

TURKI 2003 DENGAN PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA NIKA DI 

INDONESIA 

 

A. ANALISIS LATAR BELAKANG PENETAPAN USIA NIKAH DALAM 

CIVIL CODE LAW TURKI 2003 

Negara Turki dan Indonesia memiliki beberpa kesamaan, mulai dari 

betuk negara yang berbentuk republik sampai kesamaan dalam kodifikasi 

peraturan perundang-undangan yang secara tertulis. Turki memiliki 

Constitution Of The Republic Of Turkey sebagai norma dasar dalam 

pengelolaan Negara yang eksistensinya sama dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang keberadaanya sebagai 

grundnorm.Pernikahan merupakan sebuah kontrak yang dilakukan oleh 

kedua pasang anatara laki-laki dan perempuan untuk selanjutnya membina 

rumah tangga yang dalam hal ini masuk ke ranah sipil, sehingga 

pengaturannya tidak terdapat dalam norma dasar dan perlu pengaturan lebih 

lanjut dalam norma dibawahnya dalam budaya hukum civil law baik di Turki 

maupun di Indonesia. Terkait pengaturan lebih lanjut tentang pernikahan 

Turki mengaturnya dalam Civil Code Turki 2003. Tidak hanya terkait 

pernikahan yang mendapat validitas hukum dalam Civil Code Turki 2003, 

melainkan segala hal terkait pengaturan hak-hak sipil. Kemudian hal ini pula 

yang membedakan pernikahan yang berada di Indonesia, bahwa Indonesia 

secara khusus mengatur pernikahan dalam satu Undang-Undang yakni 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, namun pada 
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esensinya antara pengaturan pernikahan di Turki dan Indonesia mendapat 

validitas dalam Undang-Undang atau yang setara dengan undang-undang. 

Ketika kedua perturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di 

atas disandingkan, maka akan terlihat jurang waktu yang signifikan dalam 

pembaharuan hukum pernikahan antara Turki dan Indonesia, yang hal ini 

dapat dilihat dari terakhir kali peraturan tersebut diperbaharui. Peraturan 

pernikahan di Turki mendapat validitas hukum terbarunya di atas tahun 

2000, lebih tepatnya tahun 2003 melalui Civil Code 2003. Perbedaan yang 

jauh jika dibandingkan dengan pengaturan pernikahan di Indonesia yang 

mendapat validitas hukumnya terakhir pada tahun 1974, hampir kurun waktu 

24 tahun lebih usang dibandingkan dengan civil code yang ada di Turki. 

Kemudian hal ini pula yang mempengaruhi dalam implementasinya terlebih 

dalam masalah batas minimal usia pernikahan sehingga banyak 

menimbulkan permasalahan turunannya seperti perceraian, pernikahan dini, 

pendidikan rendah dan lain sebagainya.
1
 Sudah semestinya pembuat undang-

undang mampu memahami kondisi yang demikian bahwa Undang-Undang 

Pernikahan yang ada di Indonesia tidak hanya jauh lebih usang dibandingkan 

dengan negara lain dalam hal ini Turki, namun UUP juga terlampau jauh 

belum diperbaharui dibandingkan dengan UUD NRI 1945 yang menjadi 

rujukan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Dinamika hukum pernikahan di Turki dan Indonesia bergerak sangat 

dinamis terlebih dalam ranah implementasinya. Sorotan utama penulis 

                                                           
1
 Evi Kusuma Sundari, KPP Usul Batas Usia Perkawinan Disamakan Jadi 19 Tahun dalam 

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25034, diakses tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 21.41 

http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/25034
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adalah dalam hal usia pernikahan antara Turki dan Indonesia. Pembahasan 

sebelumnya telah mendudukkan bahwa batas minimal usia pernikahan di 

Turki antara perempuan dan laki-laki disamakan kedalam usia 18 tahun, 

sehingga dalam artian ketika calon mempelai belum menemui usia 18 tahun, 

maka dapat mengajukan izin pernikahan ke pengadilan. Sebenarnya 

pengaturan ini sama dengan di Indonesia perihal dispensasi kawin, ketika 

seorang mempelai belum menemui usia yang ditentukan. Titik perbedaanya 

adalah penetapan usia yang digariskan dalam UUP tahun 1974 terbatas pada 

usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Gagasan 

menyamakan batas usia pernikahan di Turki kuat dipengaruhi oleh gerakan 

gender dan isu-isu tentang gender sehingga norma tersebut berbunyi 

demikian. Sebetulnya isu-isu tentag gender bukan hal yang baru di 

Indonesia, melihat beberapa pasal dalam UUP juga depengaruhi oleh gerakan 

feminisme. Menjadi menarik ketika hal ini disandingkan dengan isu batas 

usia pernikahan yang ada di Indonesia yang belum tersentuh oleh persamaan 

gender tersebut. Karena sejatinya landasan filosofis batas usia pernikahan di 

Indonesia disandarkan pada usia baligh, yang hal ini erat kaitannya 

dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. 

Berikut tabel persandingan relevansi latar belakang penetapan usia 

pernikahan di Negara Turki dan Negara Indonesia. 
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Tabel 2.3 

Persandingan Latar Belakang Penetapan Usia Pernikahan Antara 

NegaraTurki dan Negara Indonesia 

 Turki Indonesia 

Peraturan terkait Civil Code Turki 2003 UUP Tahun 1974 

Tahun 

diundangkan 
Tanggal 7 Agustus 2003 Tanggal 2 Januari 1974 

Batas Usia 

Minimal Nikah 

18 Laki-laki 

18 Perempuan 

19 Laki-laki 

16 Perempuan 

Alasan Penetapan Kesetaraan Gender Usia Baligh 

 

B. ANALISIS TERHADAP RELEVANSI BATAS USIA MINIMAL NIKAH 

CIVIL CODE LAW TURKI 2003 DENGAN PENETAPAN BATAS 

MINIMAL USIA NIKAH DI INDONESIA 

1. Relevansi Kesetaraan Gender Civil Code 2003 dalam penetapan Batas 

usia nikah dalam Rangka Pembentukan Ius Constituendum Undang-

Undang Pernikahan di Indonesia 

Undang-Undang bukanlah kitab suci yang senantiasa harus dijaga 

setiap norma-normanya agar tetap utuh seperti sediakala, dan tidak juga 

resisten terhadap perubahan. Sebuah keniscayaan apabila sebuah undang-

undang mengalami perubahan, begitupun dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang telah masuk Program Legislasi Nasional 

(PROLEGNAS) mulai periode 2015-2019. Status RUU tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Pernikahan yang diusulkan DPR dan DPD ini masuk kedalam kumulatif 

terbuka karena sebelumnya telah mendapa justifikasi konstitusional 

lewat putusan Mahkamah KonstitusiNomor 30-74/PUU-XII/2014. 

Putusan tertangal 18 Juni 2015 tersebut menolak petitum para pemohon 

dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Pernikahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
2
 

                                                           
2
Adapun sebagian isi dari petitum yang diajukan para pemohon adalah: ‚Menyatakan bahwa 

materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/118
http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/118
http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/118
http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/118
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Putusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa ketentuan 

usia minimal kawin di negara kita sedang jalan di tempat. Standar yang 

ditetapkan selama lebih dari 42 tahun yang lalu itu masih saja stagnan 

tanpa adanya perubahan. Padahal di sisi yang lain, zaman telah berubah, 

kondisi sosial-budaya, ekonomi dan kehidupan masyarakat pada 

umumnya sangatlah berbeda dengan konteks era 70-an, era di mana UU 

No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan ditetapkan. Bagaimanapun, 

perubahan sosial akan mempengaruhi dan membawa perubahan pada 

hukum. Sebab ketika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan 

masyarakat juga akan berubah baik secara kuantitatif dan kualitatif. 

Hanya saja proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya 

berlangsung lambat. Di sisi yang lain, secara konstitusional isi Pasal 7 

ayat (1) UU Pernikahan tahun 1974 tidak selaras dengan undang-undang 

yang lahir kemudian, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 

yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3
 

Wacana masalah tentang perlunya revisi Pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Pernikahan Tahun 1974 tentang batas usia menikah dalam 

                                                                                                                                                               
sepanjang mengenai frasa „16 (enam belas) tahun‟ harus dimaknai secara inkonstitusional 

bersyarat (conditionally unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Pernikahan sepanjang mengenai frasa 16 (enam belas) tahun itu bertentangan 

dengan konstitusi UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 18 (delapan belas) tahun. Menyatakan 

bahwa materi muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

sepanjang mengenai frasa 16 (enam belas) tahun harus dimaknai secara inkonstitusional bersyarat 

(conditionally unconstitutional). Sehingga Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Pernikahan sepanjang mengenai frasa 16 (enam belas) tahun itu tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 18 (delapan belas) tahun. Mengubah materi 

muatan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan sehingga 

bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menjadi: 

Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.‛ Lihat Salinan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, 21 
3
Pasal 1 angka (1): ‚Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.‛ Lihat Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 
 

 
 

Undang-undang pernikahan menjadi sorotan serius setidaknya terkait 

empat hal: Pertama, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, 

yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan 

melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu 

hamil dan melahirkan
4
 serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan 

mental psikologis pasangan yang menikah dikuatirkan berisiko tinggi 

terhadap angka perceraian. 

Kedua, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat 

bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2003 sebagai implementasi Konvensi 

Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai 

dengan usia 18 tahun.
5
 Ketiga, mempertimbangkan kesiapan para 

pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di 

tengah-tengah masyarakat. Keempat, memperhatikan kesiapan ekonomi 

dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumahtangga di masa 

sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang. Bukan tidak 

mungkin bahwa hasil kajian dari penelitian ini menuntut agar ketentuan 

usia 19 dan 16 itu diubah, karena perubahan hukum merupakan sebuah 

keniscayaan seiring dengan dinamika zaman (waktu): ‚Tidak diingkari 

perubahan hukum-hukum dikarenakan berubahnya zaman (waktu).‛
6
 

Zaman yang senantiasa mengalami perubahan kemudian menjadi 

alasan tersendiri mengapa sebuah produk hukum juga berubah.
7
 Hukum 

                                                           
4
Dalam Tajuk Rencana harian Kompas (21/04/2015), disebutkan bahwa angka kematian ibu 

(AKI) masih terlampau tinggi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat AKI 

sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu jauh dari target Sasaran Pembangunan 

Milenium, yaitu 102 pada tahun ini. Adapun salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih 

terjadinya praktik pernikahan dini pada anak perempuan. Lihat Tajuk Rencana ‚Relevansi 

Peringatan Hari Kartini‛, di poskan Kompas, 21 April 2015. Diakses pada tanggal 19 juni 2019, 

09.15. wib 
5
Antonius Wiwan Koban, Revisi Undang-Undang Pernikahan, Vol. IV No. 10, (Jakarta: The 

Indonesian Institute, 2010), 3 
6
Moh. Kurdi Fadal, Kaidah-kaidah Fikih (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), halaman. 79. Asjmuni 

A. Rahman, Qaidah-qaidah Fikih, (Qowā’idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 107. 
7
Umi Sumbulah, Ketentuan Pernikahan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu’asyarah: 

Sebuah Analisis Gender‛, 95 
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tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.
8
 Lahirnya UU 

Pernikahan di tahun 1974 tentunya tidak lepas dari dinamika sejarah di 

mana ia dibuat. Konfigurasi politik dan dinamika sosial memegang 

peranan penting sebagai faktor yang melatarbelakangi lahirnya UU 

tersebut. Begitu pun dengan penetapan usia 19 tahun (bagi laki-laki) dan 

16 tahun (bagi perempuan) sebagai persyaratan (batas minimal usia) 

untuk melangsungkan pernikahan tidak lepas dari dorongan-dorongan 

yang muncul baik di lingkungan pemerintah sendiri, lembaga legislatif, 

dan juga masyarakat.  

Entry point pembaharuan hukum pernikahan di Indonesia telah 

terbuka, sehingga membutuhkan relevansi-relevansi peraturan-peraturan 

terkait bahkan komparasi hukum yang ada di Negara lain. Selain 

perlunya penyesuaian dengan UU Perlindungan Anak seperti yang 

disinggung di atas, di Negara Turki penyamaan batas usia minimal 

menikah ini telah terbentuk diakhir tahun 2003, sehingga relevan untuk 

dijadikan sebuah rujukan bagi penetapan usia nikah di Indonesia karena 

isu-isu yang hari ini menjadi pertimbangan dewan dalam melakukan 

kajian adalah isu-isu terkait gender, penyesuaian dengan UUD NRI 1945 

dan sebagai langkah awal penyelesaian problematika pernikahan di 

Indonesia. Kemudian isu-isu tersebut juga yang dulunya menjadi 

pertimbangan dewan di Turki dalam menetapakan batas usia minimal 

nikah jatuh pada 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan.  

2. Relevansi Batas Minimal Usia Nikah Civil Code 2003 Sebagai Batas 

Minimal Usia Perkawina di Indonesia Sesuai Usia Dewasa Dalam UU 

Perlindungan Anak 

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

                                                           
8
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia,(Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), 6 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9
 Dengan menikahkan anak 

yang masih berusia 16 tahun, berarti sama halnya merenggut hak-hak 

anak agar dapat hidup dan tumbuh serta berkembang secara optimal 

hingga ia berusia 18 tahun. Sehingga, usia 16 tahun bagi pihak wanita 

yang ditetapkan oleh Pasal 7 ayat (1) jelas-jelas tidak selaras dengan apa 

yang dicita-citakan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014. Bagaimana 

mungkin dua undang-undang bisa saling bertabrakan, Padahal anak yang 

sedang menjalani masa-masa pertumbuhan sangat dilindungi oleh 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagaimana tertera dalam Pasal 

28A,
10

 Pasal 28B ayat (1) dan (2),
11

 Pasal 28C ayat (1),
12

Pasal 28D ayat 

(1),
13

28 Pasal 28G ayat (1),
14

 Pasal 28H ayat (1), dan (2),
15

 serta Pasal 

28I ayat (1) dan (2).
16

 

Usia dalam pernikahan memang menjadi salah satu penentu kedewasaan 

seorang, namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan 

                                                           
9
Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 

10
Pasal 28A UUD 1945 menyatakan: ‚Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya.‛ 
11

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Setiap orang berhak membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah; (2) Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.‛ 
12

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: ‚Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia.‛ 
13

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.‛ 
14

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta 

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi.‛ 
15

Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) Setiap orang berhak mendapat 

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan.‛ 
16

Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: ‚(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; 

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan 

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.‛ 
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sendiri merupakan suatu keadaan dimana suatu keadaan seseorang telang 

mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan 

tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-

beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai 

dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan, karena 

kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.
17

 

Pembahasan penetapan batas minimal usia pernikahan di Negara Turki 

sehingga muncul minimal 18 tahun selain didasarkan pada alasan kesetaraan 

gender, keadaan sosiologis masyarakat Turki juga mempengaruhi penetapan 

usia tersebut. Menjadi suatu hal yang wajar apabila rasionalitas tersebut 

digunakan Negara Turki, mengingat sekularisem yang telah dibagun di Turki 

cukup kentara. Selain itu pada rumusan agama islam usia minimal nikah juga 

tidak dijelaskan secara spesifik sehinga dapat dijadikan patokan dalam 

menentukan batas minimal usia pernikahan. Term baligh yang sering 

digunakan dalam membatasi usia pernikahan oleh beberapa Imam Madzhab, 

kecuali dalam hal ini Imam Abu Hanifah, beliau menetapkan usia dewasa 

pada usia 15 tahun, sehingga orang tua diperbolehkan untuk menihkahkan 

putrinya yang belum baligh, baik dia masih gadis maupun janda. Karena bila 

dia sudah baligh, maka iya boleh menikah dengan siapa saja tanpa izin dari 

kedua orang tuanya. Artinya dengan tidak adanya batasan usia pernikahan 

dari ulama adalah karena untuk memberi kebebasan kepada kita untuk 

                                                           
17

Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59 
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memilih mana yang terbaik.
18

 Batasan usia pernikahan juga selayaknya 

diposisikan sebagai parameter kecakapan dalam bertindak hukum, karena 

seseorang yang dianggap dewasa berarti sudah cakap dalam bertindak 

hukum, yang dalam usul fikih disebut Al-Ahliyah. Artinya apabila seseorang 

belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang 

dilakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.
19

 

Usia dewasa 18 tahun di dalam UU Perlindungan Anak dan pembatasan 

usia pernikahan dalam Civil Code 2003 Turki yang menetapkan batas usia 

pernikahan pada usia 18 tahun (laki-laki danperempuan) mempunyai 

relevansi untuk ditindak lanjuti oleh lembaga legislatif sehingga korelasi 

antara peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara nyata 

berseberangan secara diametral sebagai landasan yuridis (Juridische 

Grondslag), juga upaya kesetaraan gender yang dibawa sebagai landasan 

filosofis (Filosofische Grondslag) dan yang terakhir banyaknya problematika 

yang ditimbulkan oleh usia pernikahan  sebagai entry point permasalahan 

dijadikan sebagai landasan sosiologis (Sosiologische Grondslag). 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Al-Jami’ fi Fiqh Al-Nasa’i, (Beirut: Dar Kutub Al-

Ilmiyyah), 402 
19

Dedi Junaedi, Bimbingan Pernikahan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur’an dan As 

Sunnah), 6-7 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis 

mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Latar belakang penetapan usia pernikahan di Negara Turki pada usia 18 

tahun baik laki-laki maupun perempuan kuat dipengaruhi oleh kesetaraan 

gender yang timbul dari beberapa koonvensi Internasioal seperti halnya 

CEDAW. Selain itu mengingat pentingnya penyesuaian pasal yang ada 

di Constitution Of The Republic Of Turkey sebagai norma dasar yang 

menjelaskan bahwa selayaknya antara laki-laki dan perempuan 

diposisikan sama dalam segala lini kehidupan termasuk dalam ranah sipil 

seperti usia pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Civil Code 

2003. 

2. Pembaharuan hukum pernikahan terkait batas usia nikah di Indonesia 

memiliki relevasi untuk diperbaharui sebagaimana isi Civil Code 

2003Turki yang menetapkan usia minimal melaksanakan pernikahan 

adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Secara sistem hukum 

antara Negara Turki dan Indonesia mempunyai kesamaan dalam 

penerapannya, sehingga acuan Civil Code2003dalam gagasan 

pembaharuan batas pernikahan yang ada di Indonesia menjadi relevan. 

Selain itu usia 18 tahun merupakan usia dewasa yang di gariskan dalam 
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semua UU, termasuk UU Perlindungan Anak, yang kemudian seharusnya 

patokan ini yang dijadikan pijakan secara juridische grondlag. Secara 

filosofische grondlag Mahkamah Konstitusi telah membuka akses bahwa 

pembaharuan hukum batas usia minimal menikah harus disamakan antara 

laki-laki dan perempuan (alasan gender), yang kemudian alasan ini juga 

yang digunakan dalam civil code2003. 

B. Saran 

Agar terciptanya ius constituendum yang komperhensif mengenai 

pengaturan batas usia minimal nikah di Indonesia, perlu kiranya penulis 

memberikan saranterhadap pembuat Undang-Undang dalam hal ini Lembaga 

Legislatif (DPR RI) untuk menggunakan batas usia minimal nikah sesuai 

hasil kajian dalam penelitian ini yakni 18 tahun untuk laki-laki dan 

perempuan. 
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